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TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN "EENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DU@JNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTABAWASLU KABUPATEN PEMALANG

|
KETUA BAWASLU KAB¢PATEN PEMALANG
|

Menimbang . a. Bahwa untuk meningka{lkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten
Pemalang dalam melaku*an pengawasan pada pelaksanaan Tahapan
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dibutuhkan pelakéanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan
Pendistribusian Perten&kapan Pemungutan  Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, d$n Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
Dalam Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dar‘i Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan perﬁimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dipandang perlu meneta kan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi
Pengawasan Pengadaan ?an Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan
Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya Dalam Pe#ﬂlihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta W‘flikota Dan Wakil Walikota.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun Zﬂzoartentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- unda'g Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-UndJng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Perﬁgganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Guber{wur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
undang Menjadi Undang-U.J_hdang;

2. Peraturan Badan Penga\ﬂas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekrél'tariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan Sekretariat Panitia PenJigawas Pemilihan Umum Kecamatan:




Menetapkan
KESATU

KEDUA

sebagaimana diubah de.
Umum 18 Tahun 2023
Pengawas Pemilihan Umij
Dan Pola Hubungan Peng:

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja
as Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengajas Pemilihan Umum Nomor & Tahun 2024
elenggaraan Pemilihan Gubermnur dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

tentang Pengawasan Per}
Gubernur, Bupati dan Wal{

tentang Pengawasan Prlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan

Tentang Identifikasi Po.nsi Kerawanan dan Strategi Pencegahan

Pelanggaran Pengadaanii Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya
Dalam Pemilihan Gubem ' dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Wali Kota dan Wakil Wali fota;

7. Surat Keputusan Ketua ’iBadan Pengawas Pemilihan Umum Nomeor

337/PM.00/K1/10/2024 T

Fasilitasi Pengawasan |

ntang Penanggung Jawab dan Ketua Tim

ahapan Pengadaan dan Pendistribusian

Periengkapan Pemungutay Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan

Perlengkapan Pemungutaf | Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dah Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
MEMUTU$KAN:

Menunjuk Ketua, Anggota, Fljabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu

dan/atau Jabatan Fungsionf Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan
Bawaslu Kabupaten Pemala |. sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan

Pengadaan dan Pendistrifusian Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan La nya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya dalam Pemilihan Gupernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Wali Kota dan Walli Wali Kota Bawaslu Kabupaten Pemalang
dengan susunan sebagaim; na tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari keputusan inj

Ketua, Anggota, Pejabat Strijktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau

Jabatan Fungsional Umum :‘erta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU me;punyai tugas sesual dengan kedudukannya
pada tim dengan rincian sebaai berikut

a. Pengarah bertugas, |

1. Memberikan arah | ebijakan umum datam Pengawasan Tahapan



Pengadaan dan P distribusian Perlengkapan Pemungutan Suara,

Dukungan Perlengi pan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya dafm Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil B:“pati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota,;

Mengawasi pela;sanaan fasilitasi Pengawasan ~ Tahapan
Pengadaan dan P distribusian Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Periengj

Suara Lainnya da'm Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,

apan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan

Wakil Bupati, Wali;iKota dan Wakil Wali Kota Bawaslu Kabupaten
Pemalang; }
Mengidentifikasi, henganalisa, dan mengintegrasikan hasil
Pengawasan T apan Pengadaan dan  Pendistribusian
Perlengkapan Pd
Lainnya, dan Per,ngkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam
Pemilihan Gubemn dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Wali Kota dan Wakjl Wali Kota secara menyeluruh;

ungutan Suara, Dukungan Perlengkapan

¢. Ketua dan Wakil Ketu .‘ bertugas,

1.

Mengoordinasikan geluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang
. N . , .
dilaksanakan Tim jFasilitasi mulai dari persiapan, pelaksanaan,

A

penyusunan laporey

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh
tim Pengawasanf} Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya, dan Pe :ngkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam

Pemilihan Gubernuy dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Wali Kota dan Wa ‘ Wali Kota;

2. Melaporkan seluru;i pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan

d. Sekretaris dan Wakil g
seluruh kebutuhan yai
e. Anggota merupakan

Pengadaan dan

Dukungan Perlengi‘apan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
Suara Lainnya da m Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil 'upati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada
penanggung jawab| i
i kretaris bertugas memantau serta memfasilitasi
| diperlukan oleh setiap akfifitas Tim Fasilitasi;

pnaga Ahli bertugas;



KETIGA

KEEMPAT

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan
bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan
sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur Pengadaan dan
Pendistribusian PeTngkapan Pemungutan Suara, Dukungan
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya
dalam Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
akil Wali Kota;

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan

Bupati, Wali Kota dan

Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran

melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim
Fasilitasi dan menindaklanjuti pelanggaran;

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian
Sengketa bertugas mt?ngidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa
melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim
Fasilitasi;
Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas

bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum

serta menyusun publi

j’asi hasil pengawasan

Segala biaya yang dikeluark In sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Pemalang.

Keputusan ini berlaku sejak

anggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan di kemudiLn hari akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetap ' alang

A~

SUDADﬂ S.H.




Lampiran Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten
Pemalang

Nomer :808/KP.00/K.JT-19/10/2024
Tanggal :23 Oktober 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

No Nama ' Kedudukan dalam Tim
| Pengarah |

1. |Sudadi, S.H. Ketua .' ijengarah

2 Choirul Umum, S.H.I. Anggota Pengarah

3. |Syaefudin Juhri, S.H. Anggota | Pengarah

4. [lkalIndra Sanjaya, SPd. | Anggota Pengarah
Il |Penanggung Jawab [

5. | Mustaghfirin, S.Pd.l. Anggota Penanggung Jawab

Il [Ketua dan Wakil Ketua |

6. |Edy Siswanto, S.H. Koordinator Sekretariat ketua

7. | Arya Anggara Pranandhita, S.H. | BPP Wakil Ketua
IV |Sekretaris dan Wakil Sekretaris j

8. |Bayu Hernowo, S.H. Analis Hu m Sekretaris

Penata Kexola Pengawasan

9. |Soumy Mubarok Pemilu Wakil Sekretaris
V |Anggota '}'
Penata Kelola Pengawasan
10. |Anggri Novita Riani, S.H. Pemilu Anggota
11. |Dyah Candra Kirana, S.E. Ahli Pertama Perencana Anggota
12. |Hamzah Al Amin, S.H. Pelaksanal Teknis Anggota
13. |Kurniamin, S.Pd. Pelaksanal Teknis Anggota
14. | Abdul Jamal Ismail, S.Pd.|. Pelaksana Teknis Anggota
15. |Riya Nofita, S.H. Pelaksana Teknis Anggota
16. |Kurnia Zakiyah Nugraheni, S.E. jPe[aksana Teknis Anggota

“SUDADI, $.H.




